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Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat 3, menyatakan : “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Tanah bagi pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun sebagai tempat untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.Pemberian jaminan kepastian di bidang pertanahan, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya, oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut diselenggarakan pendaftaran tanah. 
Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) :
(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
a.   Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak  tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Sertipikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor dapat dengan mudah untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan. Bagi pemerintah dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahannya.
Pada awalnya pelaksanaan pendaftaran tanah diadakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam perjalanan waktu keberadaan Peraturan Pemerintah ini dianggap belum maksimal karena ada beberapa kendala diantaranya keterbatasan dana dan tenaga sehingga penguasaan tanah-tanah sebagian besar tidak didukung oleh alat pembuktian yang memadai. Selain itu Peraturan Pemerintah ini belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran tanah dengan waktu yang singkat dan hasil yang memuaskan. Karena tidak ada batas waktu dalam mendaftarkan tanah yang diperoleh setelah peralihan hak, selain itu yang mendaftar tidak harus Pejabat Pembuat Akta tanah, tetapi bisa juga pemilik baru dari hak atas tanah sehingga seringkali tanahnya tidak didaftarkan Untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan ini dikeluarkanlah peraturan  mengenai pendaftaran tanah yang baru untuk lebih menyempurnakan peraturan pendaftaran tanah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap mempertahankan tujuan dan sistem yang digunakan dalam Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997, merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sehingga banyak terdapat tambahan, hal ini terlihat dari jumlah pasal yang lebih banyak dan isi Peraturan Pemerintah tersebut yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Salah satunya terdapat dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa :
(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur  dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pada Ayat (1) pasal ini mengandung makna bahwa sertipikat merupakan  alat pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, sedangkan ayat (2) pasal ini lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah, dimana mengandung beberapa syarat, diantaranya :
a.	 sertipikat tanah diperoleh dengan itikad baik; 
b.	pemegang hak atas tanah harus menguasai secara fisik tanahnya selama jangka waktu tertentu yaitu sejak lima tahun diterbitkannya sertipikat tanah tersebut;
c.	 sejak lima tahun diterimanya sertipikat hak atas tanah bila tidak adanya keberatan dari pihak ketiga maka keberadaan sertipikat tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;
Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu ketentuan baru, karena konsep dari pasal ini merupakan konsep yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Konsep yang digunakan dalam pasal ini adalah “rechtsverwerking” yang sudah diterapakan sebelum Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 berlaku bahkan jauh sebelum Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Meskipun kepemilikan tanah telah diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah, misalnya saja terhadap sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan sertipikat. Terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut hak atas tanah tersebut. Permasalahan ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan sengketa tanah yang  pihak penggugat belum memiliki sertipikat dan pihak tergugat telah memiliki sertipikat hak atas tanah selama lebih dari lima tahun pernah terjadi. Permasalahan ini ada pada perkara Nomor 27/Pdt.G/1997/PN.BB antara Agus Kustiawan selaku Penggugat dengan Sutardjo selaku Tergugat. Objek sengketa dalam perkara  ini  adalah tanah di Blok Padakasih Kohir 1541, Persil Nomor 46 D.IV, dengan luas sebagian dari lebih kurang 2145 m2 (meter persegi). Sutardjo selaku tergugat  telah memiliki sertipikat atas tanah tesebut. 
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di atas masih mendapatkan banyak pro dan kontra. Mengingat keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertipikat bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak melainkan sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisi dalam bentuk tesis dengan judul “ Perlindungan  Hukum Terhadap  Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “
B.	  Identifikasi  Masalah
1.	Bagaimana  pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sehubungan  dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ? 
2.	Bagaimana pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah ?
3.	 Bagaimana pertanggungjawaban Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat jika kemudian bermasalah dan bagaimana cara penyelesaiannya ?
C. Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui dan meneliti  pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sehubungan  dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
2.	Untuk mengetahui dan meneliti pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah.
3.	Untuk meneliti dan menganalisis pertanggungjawaban Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat jika kemudian bermasalah dan bagaimana cara penyelesaiannya
D.	 Kegunaan Penelitian
         Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas,  maka  kegunaan  penelitian  ini adalah : 
1.	Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum agraria, dalam hal pendaftaran tanah khususnya mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah.
2.	Dari segi praktis, menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum pertanahan nasional terutama mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah untuk menghasilkan sertipikat hak atas tanah. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pemegang sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

E.	Kerangka Pemikiran 
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. Setelah 71 Tahun Indonesia merdeka apa yang menjadi borok dalam daging tentang betapa ketentuan-ketentuan pertanahan yang berlaku pada zaman hindia belanda yang nyata-nyata merugikan bangsa Indonesia barn tanggal 24 September 1960, dapat dirombak secara total. Di dalam konsiderans menimbang jelas disebutkan tentang motivasi penyusunan Undang-Undang ini, yaitu :​[1]​)
a.	Bahwa Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercocok agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur.
b.	Bahwa hukum Agraria yang berlaku sekarang ini masih berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebahagian lagi dipengaruhi olehnya sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.
c.	Bahwa agraria yang berlaku itu bersifat dualisme.
d.	Hukum agraria penjajahan tersebut tidak menjamin kepastian hukum.
Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini.
“Penjelasan Undang-Undang ini dengan tegas dikatakan, bahwa hukum agraria nasional ini harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, khususnya pelaksanaan dari Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar1945, oleh karena Undang-Undang ini sifatnya merupakan peraturan dasar, yang walaupun kedudukannya sama dengan Undang-Undang secara formil, namun dengan sifatnya, maka peraturan ini hanya memuat asas-asas yang pokok-pokoknya saja yang selanjutnya akan diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan lainnya.”​[2]​)

Penjelasan undang-undang ini juga dicantumkan tujuan dibentuknya Undang-undang ini yaitu :
a.	Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk rnernbawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
b.	Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
c.	Meletakkan dasar-dasar untuk mernberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat selumhnya.
Penjelasan dan UUPA tersebut ada 4 (empat) kategori dasar yang termuat di dalarnnya yang menjadi perhatian, yaitu :
1.	Tujuan dibentuknya U U P A (seperti tercantum diatas)
2.	Dasar-dasar dari hukurn agraria nasional yaitu :
a.	Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah milik bangsa Indonesia.
b.	Penghapusan asas domein dan diganti dengan asas hak menguasai dari negara seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
c.	Pengakuan hak ulayat sepanjang masih ada,
d.	Asas fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6)
e.	Asas kebangsaan sesuai dengan Pasal 9 (Parlindungan: Prinsip Nasionalitas)
f.	Asas persamaan hak antara laki-laki dan wanita
g.	Tanah pertanian hams diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri (yang dikenal secara populer dengan istilah land of the tiller atau larangan absenteisme).
h.	Asas penatagunaan tanah.
3.	Asas kesatuan dan kesederhanaan hukum
a.	Kesatuan hukum sesuai dengan keinginan rakyat banyak yaitu didasarkan kepada hukum adat.
b.	Perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah
c.	Asas kesederhanaan hukum, sehingga semua hak-hak yang ada sebelum UUPA harus dikonversi kepada hak-hak menurut UUPA sebagaimana tercantum pada Pasal 16.
4.	Asas kepastian hukum. Semua hak atas tanah harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum.
“Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa setelah berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 ini, tanah adat di Indonesia mengalami perubahan. Maksudnya segala yang bersangkutan dengan tanah adat, misalnya hak ulayat, tentang jual beli tanah dan sebagainya mengalami perubahan. Jika dulu sebelum berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak ulayat masih milik persekutuan hukum adat setempat yang sudah dikuasai sejak lama dari nenek moyang mereka dahulu, namun setelah berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak ulayat masih diakui, karena hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak ulayat dan hak-hak yang dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataan di masyarakat masih ada.”​[3]​)

Andaikata terjadinya proses individualis sering hak ulayat ini mulai mendesak, yang memberikan pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan. Dengan tumbuh dan kuatnya hak-hak yang bersifat perorangan dalam masyarakat hukum adat mengakibatkan menipisnya hak ulayat. Hak ulayat ini diakui oleh pemerintah sepanjang kenyataanya masih ada. Kalau sudah ada tidaklah perlu untuk membuat adanya hak ulayat baru.​[4]​) Sebelum berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, jual beli tanah sering dilakukan hanya secara lisan saja. Itu sebabnya sampai dikatakan dulu tanpa bentuk. Kemudian berkembang dengan pembuatan surat jual beli antara dua pihak. Jual beli tanah adalah perbuatan hukum menyerahkan tanah hak oleh penjual kepada pembeli.
Sejak berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, keadaannya menjadi lain, akibat adanya ketentuan konversi dan politik hukum agraria yang merubah stelsel lama. Untuk menunjang perkembangan Hukum Tanah Nasional dimana hukum adat merupakan sumber utamanya, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan diselenggarakanlah pendaftaran tanah. Ketentuan pendaftaran tanah ini awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan tanah, maka pendaftaran tanah sangatlah penting guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, yang selanjutnya dikonkretkan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat. Telah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, tidak menjamin pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tidak dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah yang sama. Hal ini karena sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 adalah sistem negatif dimana bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat dengan disertai bukti-bukti hak yang dimilikinya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila pembuktian tersebut dapat dibuktikan maka sertifikat yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
Masalah sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan pengadilan seharusnya pembatalan sertifikat pihak yang kalah dapat segera dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi pelaksanaannya tidak mudah, bisa berlarut-larut bahkan tidak dapat dipastikan kapan terselesaikan.
Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.​[5]​) Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.​[6]​) Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.​[7]​) Kerangka teori yang dijadikan sebagai fisio analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu pendaftaran tanah harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah. hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.​[8]​) Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.​[9]​) Dalam rangka perlindungan hak-hak rakyat terhadap kesewenang-wenangan, maka sangat penting bahwa hukum ditempatkan dan diakui sebagai suatu gejala historikal. Keputusan-keputusan pemerintah dalam pemberian hak atas tanah merupakan perbuatan hukum dalam rangka pembuktian dimasa yang akan datang. Dengan demikian maka orang, karena tidak ada bukti, tidak dapat merujuk pada apa yang dahulu diperbolehkan atau pada perikatan-perikatan yang dibuat dahulu, sehingga kepastian hukum yang merupakan jaminan fundamental bagi penegakan hak asasi manusia, sepenuhnya dapat ditiadakan. 
Secara garis besar menurut Soedjono Dirdjosisworo fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam empat tahap, yaitu :​[10]​) 
a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur perintah-perintah ataupun larangan-larangan, sedemikian rupa sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. 
b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan dan menghukum yang bersalah. 
c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju. 
d. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. 
Kerangka teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah aliran hukum positif yang analitis dari Jhon Austin, mengartikan:
“Hukum itu sebagai a command of the lawgiver  perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.”​[11]​) 

Selain menggunakan teori positivisme hukum dari Jhon Austin dalam menganalisis tesis ini juga menggunakan teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.
Pada tataran dari teori hukum pembangunan sebagai midle theory.             dengan menggunakan teori yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja :  arti dan fungsi hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, termasuk masyarakat dalam proses membangun dalam rangka mengamankan hasil pembangunannya.​[12]​) Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan yang biasanya terjadi lebih cepat, yaitu ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan, seperti yang dimaksud oleh Roscoe Pound dengan istilahnya law as a tool of social engineering. 
F.    Metode Penelitian 
              Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).​[13]​)
2. Metode Pendekatan 
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif,​[14]​) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. 
3.   Tahap Penelitian
Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara, oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan :
a.  Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini mengutamakan  meneliti, menganalisis dan mengkaji : 
“Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data  sekunder”​[15]​) 
   Penelitian kepustakaan ini meliputi :
1).Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa :
(1).  Undang-Undang Dasar 1945.Hasil Amandemen
(2).  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
(3). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Penjelasannya.
(4).  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan  Penjelasannya.
(5).Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah.
(6).   Keputusan-keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan.
2).Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar dan dokumen terkait.
3).Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar hukum “ Black’s Law “ dan ensiklopedia. 
b. Penelitian Lapangan 
Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan–keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.​[16]​) Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan masyarakat.      
4. Teknik Pengumpul Data 
Teknik pengumpul data yang dilakukan melalui studi kepustakaan; pengamatan (observasi); wawancara (interview); daftar pertanyaan (kuesioner).​[17]​)  
a. Studi  Dokumen adalah data arsip, data resmi pada instansi-instansi Pemerintah, data yang dipublikasikan (misalnya: Yurisprudensi Mahkamah Agung)​[18]​)  
	Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada masyarakat.Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi​[19]​)
5. Alat Pengumpulan Data 
a. alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
b. alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, tape alat perekam, plasdisk dan lain-lain
6. Analisis Data 
Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara  Yuridis Kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.​[20]​)
7. Lokasi Penelitian 
a.   Perpustakaan
1).Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, Jln Dipatiukur No. 35 Bandung
2).Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Unpas Jln Sumatra No 41 Bandung
3). Perpustakaan Digital, www.hukumonline.com/klinik (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​klinik​)
         b.  Instansi
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